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Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
clan Kabupaten Kaur di Provinsl Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

ten tang 2003 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2828); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana 
Desa Kabupaten Kaur Tahun 2024; 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati/Walikota dapat 
rnenyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang 
didanai dari Dana Desa, berpedoman pada penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) clan 
petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 ayat (3). 

Menimbang 

PETUN,JUI< TEl<NIS PELM<SANAAN KUilATAN PKNOOUNAAN DANA OE8A 

l<ABUPA'l'J~N KAUR 'l'AI IUN 2024 

D~NOAN IUHMAT 'I UIIAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

'l'l~NTANO 

l'l~l<A'l'lJUAN HIJl'Nl'I KAUI 
NOMOH : I() 'l'I\IIIJN 10~1 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6896); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 6 'fRhun 2014 tcntang D Ra 
(Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lernbaran N gara R pub1ik Indonesia Nomor 
5495); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur; 
3. Bupati adalah Bupati Kaur; 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotan 1a 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

,k~1.,_,V'ara Demokratis. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

16. Peraturan M ntcri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 

Tahun 2023 tcntang Pengelolaan Dana DcSA Setiap Desa, 
Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 236); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA 
KABUPATEN KAUR TAHUN 2024. 

Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Keuangam Republik Indonesia Nomor 145 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 
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fi!YRETI T PEMERIIITAH KABUPATEII YJ.UR 
BAGIAII HUKUU 

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pernbangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 

istiadat Desa. 
9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan 

warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa 
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, 

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 

12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan desa. 

13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan 
didesa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 

RPJ M Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 
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Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa s suai 

potensi dan karakteristik desa. 
(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalarn 
APBDesa Tahun 2024. 

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk Dana Operasional p merintah Des . 
~EJ'rET • T PE'.!ERlllT~H KABUP WI YJ,U~ 

B GIAN HUKU!.\ 

Dana Desa diutamakan penggunaanny a untuk (1) Fokus penggunaan 

mendukung: 
a. penanganan kemiskinan ekstrem; 
b. program ketahanan pangan dan hewani; 

c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atnu 

d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM 

BAB II 
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 2 

27. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sarnpai 
dengan perseorangan, yang tcrcermin dari tersedianya pangan yang cukup, 
baik jumlah rnaupun mutunya, aman, bcrngam, bcrgizi, merata, clan tcrjangkau 
serta tidak bertentangan dcngan ngnrna, koyakinan, dan budaya masyarakat, 

untuk dapat hidup sehat, nktif, dan produktif secam berkclanjutan. 
28. Padat Karya Tonai Dcsa adalah kegiatan pernberdaynan rnasyarakat Dcsn, 

khususnya yang miskin clan marginal, yang bcrslfat produktif dcngnn 

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan tcknologi lokaJ 

untuk mernberikan tambahan upah/penclapatan, mengurangi kerniskinan, 

clan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
29. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan 

langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga 
penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui 

musyawarah Desa. 
30. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kerniskinan dan 

kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli 
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa 
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. 
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, 
pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas 
pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 
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(6) Dalam hal data keluarga miskin sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin 
tersebut dari calon kcluarga penerima manfaat BLT Desa. 

(7) Dalarn hal data penaasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan 
data kemlsklnan Ekstrem lainnya yang bersumber dari Kernenterian 

Ncgara/Lcmbaga/Pcmcrintnh Dnerah. 

(8) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dnn miskin ekstrem 
calon keluarga penerirnn mnnfant Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan 
melibatkan masyarakat Desa sepertl unsur masyarakat Desa yang terdiri dari : 

a. ketua : Kepala Desa 

(5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) 
sampai dengan Desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima 
manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data 
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

(4) Dalam menentukan Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan 
untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai 
Desa. 

(3) K .lunr a pcncrimn manfaat sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

bcrdasarkan kriteria : 
a. kehilangan mata pencaharian; 
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit 

kronis, dan/atau penyandang disabilitas; 
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau 
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem. 

(2) Bnntunn Lnngaung Tunnl L> 'Hll s ·baguimanu dirnaksud pada ayat ( 1) 

dib iriknn k .pndn kcluurgn p nerima munfaat dlprioritaskan keluarga miskin 

ck, u nn dnn kclunrga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan 

(1) Fokus I mggunnan unn Desn untuk pcnnnganan Kemiskinan 
Ekstt m s ibngaimnnu dlnmksud dulum Pnool 2 uyat (I) huruf a, berupa 
Bnntunn U\llf'Rllllf' Tunui 1J SIL 

Pusnl 3 
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I IJC111i ,ilP:IOSB DArl 
C "l!11 :'r.!!Elll.R~H!IYA 

(9) Tim Pendata sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Kepala Desa. 

( 10) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun 
warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta Tabulasi Data. 

(11) Pemerintah Desa memfasilitasi badan Permusyawaratan Desa untuk 
melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat 

dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga 
penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa. 

(12) Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(13) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) minimal 
memuat: 

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 

pekerjaan; dan 
: ".:TtJ''J.~Pc ~;rri_.j"'"'-u,m a J. eluarga penerima manfaat. 

21.31,\!1 HUXIJfl ------~--1 

c. Anggota: 
a. perangkat Desa; 
b. anggota Sadan Perrnusyawaratan Desa (BPD); 
c. kepala dusun atau yang setara; 
d. ketua Rukun Warga; 

e. ketua Rukun Tetangga; 
f. pendamping Lokal Desa; 

g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 
h. pendamping Desa Sehat; 

i. pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 
j. bidan Desa; 

k. tokoh Agama; 

I. tokoh Adat; 

m. tokoh Masyarakat; 
n. karang Taruna; 
o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan 
p. kader pemberdayaan masyarakat Desa. 

d. mitra: 
a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. bintara pembina Desa; dan 
c. pendamping Desa. 
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S 'OAH OIPRO$l s f1.1.N 
enum: E EN ARAN YA '------ ----~--' 

(1) Bantuan Langsung Tunai D sa s bagaimann dlrnnksud dnlam Pnsal Ayf\t 
(I) dialokasikan pnling tinggi 25°11, (dun puluh limn p irscn] dnri pn u Dann 
Desa setiap Desa. 

(2) Besaran Bantuan Langsung Tuuat Desn sobngnirnnnn dtmnksud pndn L~L\l 

rt·.mhri"t~i·.ii~~ ij1~Jli , besar Rp. 300.000,00 (tign rYttus ribu n,pfrili) setlup bulnn. 
8 GIAN 11UKUI\ ------..-··- 

Pasal 6 

1. jika terdapat perubahan keluarga pen rimn manfaat Bantunn Langsung Tunni 

Desa karena rneninggal dunia arau tidak In ri m menuhi krit ria k iluar a 
penerirna manfaat, Kepala O sa wajib m nggnnti d ngnn k lunrga p 11 rima 
manfaat yang baru. 

2. pemerintah Desa memfasilitasi badan P rmusyawnratan O a 

menyelenggarakan Musyawarah D SH khusus untuk m 11 stapkan dnfrar 

keluarga penerima manfaat yang baru. 

3. dalam hal tidak terdapat p ngganti keluarga pen rimn manfant kat na 
sudah tidak ada lagi keluarga yang mcm nuhi krir ria k luar a pen rima 
manfaat berdasarkan hasil Musyawarah D sa khusus, alnsnn t rrs but wajib 
dijelaskan dalam berita acara hasll Musyawarah D "SU khusus; 

4. daftar keluarga penerima manfaat yang baru dit tapkan d ngan 
Peraturan Desa atau Keputusan I< pala D so; dan 

5. peraturan Desa atau Keputusan K pnla D sn m ng nni p rubnhnn ates 
penetapan keluarga penerirna manfaat dilaporknn kepadn Bupnti m lalui 
Ca mat. 

Perubahan Keluarga Penerima Manfaat : 

Pasal 5 

(1) Jika ditemukan Kelunrga Cnlon r .nerimn Munfna; Bnntuau Lnngsung Tunul 
Oesa yang tidak meruiliki Nomor lnduk K p mduduknn, P m irintnh D isa 
menerbitkan Surat .K iterangnn Domisili, Cnlon pencrimn mnnfunt Bantunn 
Langsung Tunai D sa yang han: n M rniliki Surnt I< tcmngnn t rs but 

kernudian difasilitasi Pernerintnh DcM untuk m ndnpatkan layannn 
ADMlNDUl. 

(2) Warga Desa Caton Penerirna Manfaat Bantuan Lnngsung Tunni sebngaimann 

dimaksud pada ayat ( 1) sudah bertempat tinggal di D •sn ynng b rsnngkutan 
minimal 6 (enarn] bulan. 

Pasnl l 

(14) Keputusan Kepnla Dcsa meng uni p netnpnn kclunrl,'tn pen .rimn mnnfnnt 
dilaporkan kepada Bupati rnelalui Camat. 
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1. pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, petemakan, 
perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya 

2. pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif 
untuk pertanian, petemakan, dan perikanan; 

3. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, 
hidroponik, atau bioponik; 

4. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman 
semusim, ternnk kecil, dan ikan: 

5. Pengadaan benih dan bibit tanaman semustm, serta temak kecil (sesuai 
dengan potensi desa ) dilaksanakan oleh pernerintah desa dan dapat 
dibagi pada masyarakat miskin di desa dan ditetapkan melalui keputusan 
musyawarah Desa; 

UX!u-.1Nl'AT PWERll(TAH YJ CUPAl[t;~ 1J,, 
AG!AH HIJKIJIJ 

- Ul)Aii 011 RO E'S 0"11T~-ll - 
' 1'L Ti t; ~AHIIYA r: 

Jenis kegiatan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf a, adalah sebagai berikut: 
a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti: 

Pasal 8 

a. ketersediaan Pangan di Desa; 
b. keterjangkauan Pangan di Desa; dan 
c. pemanf aatan pangan di Desa. 

(J) F'okus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dialokasikan paling 
rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. 

(2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dan Hewani 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek: 

Pasal 7 

(4) Bantunn Langsuug Tunni I esn Hchugufrnunu dlmuksud pada ayat (2) 

dib iriknn s lnnm 12 (dun bclns] bulnn p ·1· k lunrga pen ·rlma rnanfaat. 

(5) P m rinn Buntuan Lnngsuug Tunai Dcsa scbngalmana dlmaksud pada ayat 
(3) dilnksannkun mului bulan .Ianuari dun dapat dibayarkan paling banyak 

untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

penerirna rnanfnat dilakukan dcngnn metodc tunai dan/atau nontunai dan 

dibayarkan scsuui dcngan peruturun pcrundung-undangan yang mengatur 
mengcnui pcmbayaran Bnntuan Lungsung Tunui DcM 

kepada keluarga Langsung Tunai Dcsa Bantu an (3) Pernbayaran 
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tJ' EUNAH !.E.lllJIT .IIKABUrtTE1!1'1,IJ.~ 
aAGIAII HUKUP 

l<•!w111111111;111 0,:111 nv;lol1J fl;,,J,'1, K:n)':, 'f. :;i I 1;:;.t; v:J.,,,;,~ :-n, -~~f.. 

p~1W!l11J1111n JV:mnnfo:if:m I, iJJJJf>i ,J:,,i ~,:r,tui, u '/-:m . , ;;•_;;; ~.:;x·· 
, 1:fluol tJ<mwm J<twF.n:inv;mny;J; 

11. p mlK111Hu111in lrnndonB kQmun:iJ, 
12. p lntlhnn p •nP,elol:J:m hnt ii panen: 

13. pemasnngnn ntau perawatan karamha lY;n~rn; 
14. pcmhangunan <Ian p rneliharaan empa r,!;1t:1ang&n ir.&.n an f;;;;'tpr;:. 

penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Ur~ha MHik ;:;a dzn/~ 
Badan Usaha Milik D rn bersama; 

15. pengadaan sarana dan prasarana untuk produk · pena ~J'ian 

pascapancn, pengolahan, dan penyirnpanan pangan penanian, 
perkcbunan, pcrikanan, dan/atau perhutanan; 

16. program/kcgiatan lainnya untuk rnewujudkan ketersediaan pangan dari 
hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa. 

b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti : 
l. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat 

Karya Tunai Desa; 
2. pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa mela1ui 

Padat Karya Tunai Desa; dan 
3. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari 

Jumbung panga.n Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

c. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi 

sumber daya lokal, seperti : 
l. pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan 

pangan lokal; 
2. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; 
3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan 

(' 
I 

I 0, pmuhHng,1111111 dnn/111:111 tv tto:;J11 :it-. Jm on,r 

''· wlnf11111n 1>11dld11y,, , ,.,,m1l 111, I , r« ,, 1,:~ >, J/, i, •t. , . ,, ;,; ·: :,,/j,,/ 

<1,1,,/11t1111 fl''' lw111,11: 
'/, p,·n,~··111111•111')11/ ))Ill HII ,,.,w,,~ 11ll1•1tJJII f; 

II, p, 1111r111IJ1111w111 ,,,•111111 I ,.,111,1lm1, I)'-' 11, l'lllt n, 11', 111 1M1:,n, ~:•r;. ·.~/~: .. 

clnn/1111111 p~, I 1111111, ,,., p111l11; 
'J. p,·111l111lw,111 l11lrn11 I' ,111nlf,11/1 ,;,J~,; 1•111111111 d:J111 i'.:: 1j1 Y,17;1;;" ,,.,,, ·A,*­ 

(1ld11l IJll'11Jh1•ll 1111)1111); 
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Jenis kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) 
huruf c adalah sebagai berikut: 

a. konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada 
potensi sumber daya lokal, seperti : 
1. sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, 

dan aman; 
2. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; 
3. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan 

pangan lokal; dan 

4. program/kegjatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang 
beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya 
lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti : 

1. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan 
,------_.;:;b-=enda I in yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

• ' ~fl: ' T PO:ERl:HAfl KACUP lr!H'hl', 
____ BAGIA11 Hu11<!eseha n manusia; 

Pasal 10 

bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun 
dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa. 

mewujudkan ketersediaan untuk lainnya 2. program/kegiatan 

.Jcnln kcglntnn kctahanan pangan scbagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) 

huruf b adulah sebagai berikut : 

n. keluncnran dlstribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti : 
I. p ningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan 
2. program/kegjatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan 

pernasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam Musyawarah Desa. 
b. kctersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan 

dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti : 
I.. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan 

gizi; dan 

Pasal9 

4. prcgrnm/kcgiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang 
h •rugum, h rgizi scimbang, dan berbasis potcnsi sumber daya lokal sesuai 
I< iwcnangnn <Icon don diputuskan dalarn Musyawarah Desa. 
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d. penyuluhan dan pendampingan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 

e. sosialisasi pemberian makanan pendamping Air Susu lbu pada anak usia 6 
(enam) - 24 (dua puluh empat) bulan; 

f. pelatihan pengolahan makanan pendamping Air Susu Ibu menggunakan 
pangan lokal; dan 

1~:.'."-I g.r:;ci~~@il~~~E 11~ 
nya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa. 

~:.H Dl?ROSES OA I P_l.tf}, I rirr, · 1 ,ar RA, YA /> 

2. pemberian makanan tambahan pemulihan: 
merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan 
makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk 
selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program 
atau sumber pendanaan lainnya. 

1. pemberian makanan tambahan penyuluhan : 
merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan 
makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat 
pelaksaan posyandu; 

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung [lntervensi 

Spesifik) sebaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah meliputi: 
a. penyuluhan dan konseling gizi; 
b. pemantauan tumbuh kembang balita; 
c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak O 

(nol) - 59 (lima puluh sembilan) Bulan yang terdiri dari : 

Pasal 12 

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: 
a. intervensi spesifik; 
b. intervensi sensitif; dan 

c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting, 

sesuai kebutuhan dan Kewenangan Desa. 

Pasal 11 

2. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang 
dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; 

3. sosialisasi kearnanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya 
ikan, dan pelaku usaha pangan; dan 

4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang 
aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
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S~'.f.:TAf.!AT PE"~RUIT H KA8UF xra: Y ! u· 
BAGIAII HUKU~! 

a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos 
pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok 
bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; 

b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e­ 

HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi 
dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu 

memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh 
kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, 
meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran; 

c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan 
layanan secara lengkap; 

Tata Kelola percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf c, meliputi : 

Pasal 14 

a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting; 
b. upa a pencegahan perkawinan dini; 
c. pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana; 
e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan 

lokal; 

f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak,stimulasi tumbuh 
kembang; 

g. perilaku hidup bersih dan sehat; 
h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang 

dimiliki Desa dan bina keluarga balita; 
i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga; 
j. penyediaan sarana sanitasi la yak bagi rumah tangga; 
k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan; 
I. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk 

pembangunan kandang, kolam, kebun; dan 
m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung 
terjadinya stunting sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 huruf b, meliputi : 

Pasal 13 
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Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program Sektor Prioritas di Desa melalui 
bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi: 

Pasal 15 

d. I, 111111 11•l11lwn11111111 n tnlHtl( 1L1111tl11p, d su , cbagai para Musyawarah 
I • 11 u'1111I 11H1111h11l11rn 11111 1111H dlporoloh dal'i huull pcndataan clan 
p 111111111111 111 _v,1111 I 1•11111clln11 dlrn11111 1lm11 111c11Judl uuulun kcgiatan terkait 
pc•1 '1'pn11111 1w11111·1111nn 111 u11tl11t~ di u,,,11t yn11g nk1 n disampaikan ke 

111\H \'ll\\11\11\h IH'l'('IH'lllll\1111 pc•111htlllftllllllll l>tm11; 
t'. I u lllllH I 1wl1tl 111111111111 rnp11t d11lu111 rnnr,lm ovulunul pcluksunuan kcgiatan 

k1H\\'c'1tW'" i p1•1'\'11pt1l1111 l)('lllll'\1111111 ut unll11g dl D iuu; 

1, p •111h1•r nn 1111 •11111' lmgl I 1uh ,. p •111b1111 1111un rnunuuiu, kadcr pos pelayanan 
tc·rpmlu (IH.HW1111<111), pcndldtk pondldlkun unuk usfa c.Jini dan kader Desa 
I iim\Vll 'HIIH dilunjul dun dil<!luplmn olch surnt kcputusan Kepala Desa yang 
khu: \IH uuiuk m 'IH\11gu11i p •t' • ·p1 lull p inurunan stunting c.Ji Desa : 
t. kiul 1· .I' nnbungunun Manuela (l<PM) borjumlah 1 (satu) orang/Desa, 

dit illh ol ·h Musyarakat mclalui Musyawarah Desa dan diputuskan 
m •I 1lui urut J< iputusun I{ ipala Desa. Desa dapat mengalokasikan Dana 
I •s \ untuk Ins mtif KPM setiap bulannya setelah KPM menyampaikan 
ln] orun bulanun ke Kepala Desa. Syarat KPM adalah: warga setempat, 
Kud r yang b erprestasi clan berpengalaman dalam kegiatan layanan 
I, 'Ii -hntun dan Pendidikan; 

2. knd r Posyandu, Kader KB, Kader Lansia, Kader Gizi, Kader Pusbindu 
dit tapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang diuji kelayakan 
oleh Dinas teknis, mendapatkan Honorarium dari Desa setiap bulan 
s t lah menyarnpaikan laporan kepada Kepala Desa; 

3. bantuan lnsentif Guru PAUD, Raudhatul Athfal (RA) dan atau Pendidikan 
Usia Dini Keagaman lainnya yang dimiliki oleh Desa, diberikan pada 
Guru PAUD, RA dan atau Tenaga Pendidik Usia Dini Keagamaan lainnya 
yang memiliki SK mengajar dari Dinas Teknis dan tidak mendapatkan 
lnsentif dari lnstansi Teknis, untuk satu orang guru PAUD mendidik anak 
minimal 12 (dua belas) Orang. Honorarium dibayarkan setelah guru PAUD 
menyampaikan laporan kepada Kepala Desa; 

4. pernbnyaran lnscntif Kader sebagaimana dimaksud pada huruf (ij tidak 
mendapatkan insentif dari sumber dana lainnya (APBN dan atau APBD). 

g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan 
percepntan stunting di Desa untuk kader sesuai kcwenangan Desa. 
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dalam Pasal 2 ayat (3) dialcka .... ~ ptlir:g. 

~ esa setiap Desa, - . 
( 1) Dana Desa untnk dana, operasiorral cer.:ern:::ra,_ esa - "'~7ID.rn 

Desa Bersama, 

menyampaikan Proposal Isaha E7; . ~..a::E ~ -~ r:ban::g:.:s,I?T 
kepada Desa melal · Kepala D~ 

3. besaran penyertaan modal adaz "',.--,: c::ruk ::es::. r:m::.rn =m -~ .. ~ .... 
rnilik desa bersama berdasarkan kefu:Jc rc- c:IBtl:a. :::a:r:: -::ii:'e:::ifm:r -~--~.::J3-:-E 

non tunai (Transfer) ke reka:::rrg E;:.ca-- -su:a .iili 2..s:r. ::fun:., 

Sadan Usaha Milik Desa Bersarza; 

4. desa yang sudah membentnk B,. -r F.SI.jo.::::rr Ces:E ~· -£4ttlif :arr. 
melakukan menyertaan rzndal ~ r:raka. -=i:!!I. ~ '? -... 

Bersama tersebut wajilr rr:er::bt:ra-:. ~~ _ tt:aL!fil!..J::g ..,.,·u.::-rrx"',r-=lT 

5. pemerintah Desa memfasilirasf e .. c:::- -e::!!.U.!i:_-aw 

menyelenggarakan. M ryawar-c!J. Fe::ta::gg ': jrva:i:ar:. = 

antar desa, memiliki AD/ lRI erta, . c:~:.. :i:n.=4irar :n:e-rn-uc ~~ 

Desa dan/ atau Peraturan eF.r5.:-E ,.e1:a-·,. ~ 
2. hadan u saha milik desa daz; ~ :,r,:- ~Era :miiH:: 

sudah ditetapkan mela r i Mr -;'e-.v::::-:::· :F.:!"'.a. ~ • rn 

1 . bad an U saha Milik Deea cfa, ata . .: E~c,:- . '!i:t:::: _ 1 

d. Pcnyertaan modal Badan U sa a M· ·­ 

Bersama untuk Penamhahan MaCE 

me la k. an aka n kegiatarr 1:lT.r.11 

2. pen f!U a th n ntrukrur pP.rrr .ode: f/. ... .;::::. ;,:::rt:ef _.rlf-- ':.;.- .r.l!iTE!: 53::E 
dan/atau 

3. pcnugasan e .a kepi::cfa ET M r;:;;: .::r..; .J~ .- :-F.!:"'.EllIE 

- _,' 

. ' P :n ertann modal (J :::;i ~,,n. r ::: 
DcP 1/0UM Dr: :;1 h :r.:11mn mf:f p, ' : 

I. p :nf!<:mhf.t.n ~an kr:f,iMnri c ."'.F.. :: ~ M ::~ 

c. 

1111<lnh rr-rdhft ,r di Kffrit.rw:nM'i Cr:··. 

Kcmt:nt,:rifln Hukurn <f;,n Hn c ,.:n.: M:::,, i:ti .. 

1<:mllil I /\fJ/ Ar. 

m<:n<I rlk ,n n JM r, :ri tlnr1/ ,t.:i 

I,, Or:t,1 nl I, mr:mli, 1t1Jk fifJM [l~{ tnri/~r,~1! ::J • ..f =~:Yo ~.xr-w :-:-i~ 

I>(: 1(1 dr.n/ dhll r1UM (J,, 1 I,. 
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UDAH 01 ROSES DAii 
GllHITI K£8ENARAHN¥A 

1. biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya 

transportasi dan konsumsi forum mediasi; 

2. biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa 
seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan 

3. penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai 
~El< cTOOHE''.,Rltf!AH~\~aya!'e cegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi Forum. 

9AGlrlU Hurlm- 

b. konflik sosial, meliputi : 

a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi: 

1. biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat 

kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; 

2. bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem 

seperti kain kafan dan peti jenazah. 

Penggunaan Dana Desa untuk Dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi : 

Pasal 18 

a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet; 

b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di 

Desa; dan 

c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kecamatan dan/ atau ke Tingkat 

Kabupaten. 

Penggunaan Dana Desa untuk dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi: 

Pasal 17 

(3) Penggunaan Dana Deso untuk dana op rasional Pemerintah Demi 

sebagaimana dimaksud pada ayut (I) mcllputi : 
a. koordinnsl: 
b. kegiatan penanggulangan kerawanan social ma yarakat; 

c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pernerintah 

Desa. 

d. dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pemerintah desa mendapatkan 
surat tugas dari kepala desa 

e. biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, 

diberikan biaya transportasi sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

(2) Dana Desa untuk dana operasional pcmcrintah Desa sebagaimana dirnak ud 

pada ayat (1) diberikan sctiap bulan untuk mcndukung pelaksanaan tuga 
Pernerintah Desa. 
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c: r- :Tl ".'.,AT ff ':l,j'ITAJI CUrl.TEill'.J IJ~ 
cAGIA l ~UKUI' 

Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi: 
a. kegiatan promosi, meliputi : 

1. promosi produk unggulan Desa; dan 

2. promosi Desa berbasis digital. 

b. Protokoler, meliputi : 

1. penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan 

2. operasional penyambutan tamu dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah 

yang berkunjung ke Desa. 
c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari 

keluarga miskin di Desa, meliputi : 
1. bantuan seragam; 
2. perlengkapan sekolah; dan 

3. piagam atau plakat presiasi; 

d. kegiatan Olahraga, Sosial, Seni, Budaya Keagamaan, meliputi: 
1. perlengkapan Olahraga untuk karang Taruna; 

2. penyelenggaraan acara kesenian di Desa; 
3. penyelenggaraan acara adat di Desa; 
4. penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian. 

e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan Lomba 
Peringatan Hari Nasional seperti hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pahlawan, 

Hari Kebangkitan Nasional, dan Peringatan Hari Nasional lainnya; 

f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu 

tugas Pemerintah Desa, meliputi: 
1. piagam atau plakat apresiasi; 
2. penyelenggaraan Acara Apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian 

Apresiasi yang bersumber dari Dana Operasional Pemerintah Desa bagi 
Masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa 
harus berupa Barang (non tunai). 

Pasal 19 

penanggulnngan k rawanun sosial. 

dan pencegahan 

c. bencana yang menirnpa rnasyarakat Desa, meliputi: 

l. ban tu an logistik bagi rnasyarakat Desa yang rnenjadi korban bencana; 
2. biaya tmnsportssi Kcpula Desa dalarn rncrcspon bcncana di Desa yang 

belum mcndapat intervcnsl dnri suprndeea: clan 

3. kegiatan rnput/p rternuan dalam rungka 
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Prioritas Penggunnan Donn Desn untuk l mbnngunnn esn ( l>ng1,imnn \ 
dimaksud dalarn Pnsal 22 nyat (1) dilaksnnnknn m lnlui : 
a. p menuhan k butuhan Dnsar; 

b. pembangunan sarnnn dnn prnsnmua l sn; 
c. pengernban nn pot nsi konomi loknl: <Inn 
d. pernanfaatan surnber <lnyn nlnm dun lingkun 't\ll sr nm. b rk tunjutnn, 

Pnsn\ 2, 

(2) Priorita P nggunaan Donn Desn dalnm pembnngunnn <Ion pemh 1•<h\Vf\f\n 
ma yarakat sebagairnana dirnnksnd pndn l\\int (\) dlntnr elem dluru« oleu I CRf\ 

berdasarkan kew nnngan D sn sesuai dengan k tentunn latnm f'"rf\h11nn 

Bupati ini. 

(3) Prioritas P nggunaan Donn Des d lam p mbnngunnn dnn 1 •mh , lnynnn 
masyaraknt s bagnirnnnn dimaksud pndn ~,nt' (1) dlarnhknn untuk p('t'Ctpntnn 

pencapaian tujuan Gs D sa. 

(1) P nggunaan Dana Deso dipriorttasknn untuk mendannl prmhnnRllnf\l\ rlnn 
P mberdayaan Masyarnkat, 

DAB (II 
PRIOR\TAS PENOOUNA N DANA I RSA 

a. maksimal t O'X, (s puluh p r. en] dart totn\ PnA\l AnAAHrnn: rtnn 
b, diputusknn melalui Musynwnmh [ (', n, dnn dlt-tertol ~ltinAnn I \t1rlln Arfll'n 

Keputusan rnusynwnmh Dr. a, 

Pt'nR~'"' um naun Dt\ \ tldo\, <llprrh0l hlmn ""'"'' p n1h1111n11nnn l\1111tn1· l\1,p1il11 
l . • f\nl Ii r t. ,. ntau 1 mpf\t lhn<lnh, kt· 11nll I 11 m vnnA I Mt l111\1t1 n, 11 M111Hllrl 
<lnpnt 1nf'n~~11nnlmn D nn I . o untuk I~ hnhlllto I nl 111 1'1 rhnll,n11 Pin~ n11 l,1111101' 

Kep ila D . n atnu nnlnl l r. n, dengnn keteutunn : 

1, n1t·tn\\t\\' ir l lmwnwi\1111 l\1111 lll\t11h I )(1 n: 

h, prrl tnnnn I lnnfl l\'n1rrl11I 1h I >r 111 Ill \\11111 1\111 rn111l1111 dn11/11t1111 l~nh11pn1r1n 
<'. meiuh v 11· Iur m ,1!111111111 , \\) I 11 "~ lrnlL111 11 Ill j111nl111rn no, lid 

l'rh'111, 1\..1'1:l 1111\ h 1 ~ A\ nr 11 Pt• 1. 
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1. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni 

dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagairnana dimaksud dalam 

bentuk material/bahan bangunan [bukan untuk upah tenaga kerja). 

Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong 

royong. Pernilihan penerima bantuan rumah Iayak huni dan sehat untuk 

~-<~.Er 1;1. TPEME 1,rrAH ·~ kin ditentukan dengan kriteria : 
SAGIAN HUKUl,I 

a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan 
konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, antara 

lain: 
l. desa wajib melakukan pemutakhiran data SDGs desa dan Indek Desa 

Membangun; 

2. pendataan pada tingkat rukun tetangga; 

3. pendataan pada tingkat keluarga; 
4. pendataan warga pekerja migran; 
5. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; 
6. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; dan 

7. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi 

untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan 
pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun dapat 

ditunjang dengan pengadaan alat dan atau memanfaatkan sarana yang 

telah ada meliputi : 

1) tower untuk Jaringan Internet; 

2) komputer; 

3) smartphone; dan 

4) langganan Internet. 

8. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan 
dan kawasan kumuh, melalui : 

Prioritas Penggunaan Dann Deso untuk pcmbangunun Desa sebagairnana 

dimaksud dalarn Pasal 23 huruf b, mcliputi : 

Pasul 25 

Rincian Pernenuhan Kebutuhnn Dasar scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 23 

huruf a, menjadi fokus P nggunuun Dnna Dcsa Tahun 2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 nynt I)) huruf o, hurufh dnn huruf c. 

Pasal 24 
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kemlskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Dcsa. 

c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik Altematif di 
O hagi Desa yang helum dialiri listrik, berupa : 

J, pernbangkit listrik tenaga mikrohidro; 
2. pernbangkit listrik tenaga biodicsel: 
3. pernbangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 
4. pembangkit Iistrik tenaga angin; 

5. kincir air; 
6. in talas! biogas: 
7, jaringan diHtrihurd tenaga llstrik: 
8. pemhangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan 

pemukiman; dan 
9, k1:11)atan lalnnya untuk pcrnbangunan sarana dan prasarana 

pengernbangan llstrik alternatif di Desa yang scsuai dengan kewenangan 
De ~'J. dan dipu uskan dalam Musyawarnh Desa. 

d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, 

,:-- _P':~f~bJ· . n dan perneliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain : 
' '• } '/.'I , 

•' ~ ', .'r .; ·1 ~;;,,, ~,., , ., . ,,. _... . 
• (I (/-'~ 

drainase, gorong- 4. pernbangunan, perbaikan, atau rehabilitasi 
gorong, selokan, parit, box/ slab culvert; 

5. Pernbangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan 

:J.. 11wm 11hn111lw11 wiln 11h lwnlong kcmluklnun dengan mendekatkan 

lrn<!r lny,1111111 do1111r ynng nenunl kewcnungan Dena antara lain 
rw:111IJ1 n11.1111/mcnwmhnn11;lrnn po« pelayanan terpadu, pos kcsehatan 
tl1!1 n, pendldiknn nnak u11fo. dlnl yang dimfliki Desa, meningkatkan 

kon •kfivltor antnr wllayah Dena antara lain mcmhangun jalan Desa, dan 
jernhatnn •rrnnl kewennngan Desa; 

3, p nf ngkntan pendapatan antara lain pcmberdayaan usaha mikro kecil 
dun menengah, pengernbangan ckonomi lokal, dan penyediaan akses 
pe k crj aan ; 

I) lw,t, lllJ)III 111111,1911 di wll11,Ylll1 l),~1111; 

?.) 11lp11H111IH1n 111111111111 M1111,v11w1u·11h I )1m11; 

:I) ,111,•1,q1lrn1 11wl11l11I lfop11111111111 l<f.lp11l1t l>e 111; don 

'IJ ,f lwdl 1111 h11111 nun 1111ifrnl11111I l(p. I 0,000.000,00 ( iapuluh. .}uta rupiah) 

d11l11111 ,,,.111111< 1111Jl1•1 f11l/h11h11n IJ11ng11111111, 
1,) l)lt1l1 11111lrn11 11111111{ y1111g tuntltu] 1JIHH m11tsrn naklt m mahun/kronis 

11• w•,·tf 111lwllwlouf11 iJn11 1w11yuldl menulnr lnlnnyu. 
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SliOA I OIPRO ES OAU 
.,li:Utl • e:a HUYA 

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana 

perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/ sanggar belajar, termasuk 
pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya; 

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana 
pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peraJatan 
belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan; 

3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana 
taman belajar keagamaan; 

f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas 
sumber daya manusia masyarakat Desa: 

1. perahu/ketinting bagi Desa-Desa di Kepulauan dan kawasan Daerah 
aliran sungai; 

2. tambatan perahu; 
3. dennaga apung; 
4. tarnbat apung (buoy); 
5. jalan permukiman; 
6. jalan poros Desa; 
7. rabat beton/pengerasan jalan desa; 
8. jembatan desa; 
9. gorong-gorong; dan 
10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan daJam musyawarah Desa. 
e. pembangunan sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi melalui 

pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Informasi 

dan Komunikasi, antara lain : 
1. jaringan internet untuk warga Desa; 
2. website Desa; 
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
4. radio Single Side Band (SSB); 
5. radio komunitas; 
6. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho 

informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk 
warga; dan 

7. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa 
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\

~~\7"ifL .. n,111\"II CU .\l(Nl{f,LI~ 
AOI N IIIJKUI 

. !,Ul) ti L111:r; 0l. DA~- PA~. 
Dlllllll flltllAHMl1Vh .. - 

- -- 

:l. bnntunn operaslcnal p nyclcnggaraan musyawarah kelompok warga 
misktn, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak; 

l. pernbcntukan dan pcngcmbangan forum anak Desa sebagai pusat 
k rnnsynrakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan 

5. k ginrnn pcningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 
lainnya sesuai dcngan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawarah Dcsa. 

pemeliharaan f asilitas ramah dan 

1. perulntnnn p nduduk r ntan A perti anak dcngan kcbutuhan khusus, 
penynndnng dlsnhilltAA, kepala rumah tangga pcrempuan, dan penduduk 
rentun lnin sebagn! dasar pclaksanaan program atau kegiatan 
p( rnhnngunnn D sn dnn p mberdayaan masyarakat Desa yang bersifat 
nfirmntif; 

2. p mbnngunnn, pcng rnbangan 
p nynndnng dlsnbilitaa, 

f. p mhnngunnn snrnnn clnn pmsarnnn dalarn rangka peningkatan keterlibatan 

mew nrnl nt uecnrn menyeluruh dalam pernbangunan dan pemberdayaan 

mnsynmkru Denn mclnlui : 

·I. pnml 11nn1111un, P nw mhnngnn dnn pemelihnrnnn snrana atau prasarana 

11l11hn1gn, I lfll'nmpllnn, n<lnt ntnu hudnya sepertl tarnnn seni, galeri atau 
11111f1, 11111 dfl in, rngnr hurlnyn, RltuB bersejnrah milik desa, pcralatan 
1 r-1u nlnn fl11n I< hurlnynnn, R<'dung snnggar seni/ruang ekonomi krcatif; 

,1, p11111hn11Allllflll, ptmgc rnhnngnn <Inn pernellharaan balai pclatihan/kcgiatan 
I l('htifl t II tflfl.YI\ rn kn t: 

(I. hnnt 11 m lnnrnt If pengnjnr p nrlldtkan anak usia dini yang dimiliki 
Dflt n/tnrnnn knnnk-knnnk/rnmnn belajnr keagamaan, taman belajar 

nn11I<, <Inn punnt keglntrm bclnjnr masyarakat: dan 
7, p nlngl runn kunlltns numb r daya manusia warga desa Jainnya yang 

,r 111nl dnnr.nn le w nnngnn D sn dan diputuskan dalam Musyawarah 
I e n 
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1. energi terbarukan : 

1) pcngolahan limbah pertanian dan tanaman, sep ·rti jagung, 
2) k delai, dan tcbu menjadi biofuel; 
3) pcngolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet 
4) kayu, serplhan kayu, serbuk gergaji menjadi biornassa; 

5) instalasl pengolahan limbah peternakan untuk energi 

6) mcnjadi biogas; 
7) pernbuatan bioetanol dari ubi kayu; clan 
8) pengolahan rninyak goreng bekas menjacJi biocJiesel; 
9) pengolahan kotoran manusla dan hewan menjadi biogas/gas aJam 

terbarukan: dan 
.J 0) kegiatan pernanfaatan encrgi terbarukan lainnya sesuai dengan 

kewenangan Desa don diputuskan dalarn Musyawarah Desa. 

2. pengelolaan Iingkungan Desa : 
Pengelolnan Lirnbah Rumah 'l'angga clan lndustri Ramah 

Lingkungan : 
1) pembangunnn, perhnlknn, atau rehabilitasi tempat 

pcmbunngan sarnpnh 

2) pengelolaan air llmbah komunnl di desa seperti: tangki septik, 

inatalasi pengolahan Iurnpur tlnja; 
_____ 3)_pen elolaan air lirnbah domcstik; 

I :' t'"TA:,1~ I W'Ff.!IIIAII KA lirlTfll lVIJ,! 
ilAIJIAN IIUKlJI.I 

' 'Ul',dt l)IP IOf s OAII I·:~~ 
1 7 l I fl V£A['ll~~M'm ft 

i. pcmnnfnntnn sumhcr dnyn alnm dun lingkungan sec ra berkelanjutan rnelalui : 

h, 1111111•c 1111111111•1111 I ,11111 I 111t11 1111 llpllt I : 
1, p11111111dJ11111, 111•1111111111111111111, 111n111111f1111t1111 d111t 111•111,•llllfltlHIII IIIIUIIJII dirn 

11,111111111111 Ill ,, , 1,,11111 "''I" ,11 w,w,l,,, ww,, 1,,,, 1,,,11t1,;J1. 111 1,1,, nl;J•J 

11111111• clll\', 111 1lllt1111 j11111h1t11 111111111< d1111/11t1111 ld1111 1:111tl,,11,;111Jl111 1111:f/11:f, 

,11111111 1111•1Htl11 1«·11111111 , l 111111, Jo1w111,,. p11tl1 111wh wl, ,t111•111m, ,,,:r1ilw 
111•111111111111111 11111111 1111•1w11p1d 11, 11 mp111 wl,111111, t1111,IJ11t,,n J>':u,11•J, 
de I 11111111 llfHlllf\, 11111111111 11p1111,i. (11110,Y), l,f11111'.11p r,11111, 111•11il11t11,i k1;•J1t}111l:Jtl 

"""''""' di I )(•111 wl,111111, jlllllHf~IIIII', ldl,1111111, l<lo I Wlllllt)Y, 1r111k1,11, 'llldlf}t,:J 

p,·111111ln1111 011th1111nd, w11h111111 111•1·11111lnn11 1111111<, 1111111111 11;k,1:1J• 1, 11:1n1,:,1 

p1'1\l\tnlnn Ill t•t, p<'t1Holol111111 11,1111p11h l<•rp111lu lmY,I ,·w,,nt, tJJr1~v;, dw1 

lrnwn 1111 wlm1111, ee111111·n l11ut d1111 l>lhlt /t111111n111t1 hnknu; 

:>.. prnnt>mbnng11n lnv<mtn11l clmm wlt111111; 

J, I)( llf\Clllh1111ft11n k •1:Jn1111t11111u1lnrd11111 wl1111t,1; dun 
'1. pcngemhuugnu Dcrm wlt111lu lnlnnyn ncuuai (J n~Jn kewenangan 

1 csn <Inn dlputunknn dnlnm Muuynwurah O ·rm. 
o. p mnnfnntnn 
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SuO .H OlriWSt O~.!t 
~'HI.Ill n,EHARIINHYA 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, scpcrti : 

dalam menyeluruh secara b. peningkat:an keterlibatan rnasyarakat 

pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

dalam ketahanan masyarakat partisipasi penguatan 5. kegiata.n 

a. penguatan part.isipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan 
hewani, seperti : 

1. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, petemakan, 

dan/atau perikanan; 
2. pelatihan pengelolaan hasil panen; 

3. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan 

nelayan tangkap; 
4. pengembangan dan penguatan jaringan pernasaran produk pertanian, 

perkebunan, perhutanan, petemakan Desa dan/atau perikanan Desa 

dan/atau antar Desa; dan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 22 ayat (1) dilaksanakan melalui: 

PasaJ 26 

4) pcr,g ilolnun IJlllllJJllh lf•1-p11d11 111111 IJr!l'WIIWllllllr-> llnP,IWllp)III '" 1,11111 
IJ/1111< S11111puh IJr:11111 ,~,·10IJ11l< 11111111mlt, lw11d11111,111 JWt111;111v,lrnf 
sumpnl), Ill' 1111 pc11w,l11h ,w,np11ti: (11111 

5) l<1!f'l11tn11 p,•11gt:lol111111 llmbnh , 111111111 111111~1~" 111111 l11d11 111 l 1·11,n11h 
ll11glrn11g1111 l11h111 '" t1(•11u11I th:1w111 l<1•w1•111111g11n I,,: 111 d11n dlpul u11lrn11 
dulum M111ymv11111h 1)11 111 

pclc turiun HllllllU!I' cln II 11111111 IJc Ill, 111<:1111111 : 

l) pcrnbibitnn pohon 11111,~lrn; 

2) pcrllndungun l irurnbu lrnm11g; 
3) P mbcrsihun do srnh ullrnn , un {Ill; 
4) p mbangunan runng t irbukn hfjau; 

5) pembersihan ducrah s kltar pantui [bcrslh pc ntai); 

6) melakukan penghijauan, pcngkayaan tanuman hutan, praktek 

wanatani (agroforestry); dan 
7) kegiatan pelestarian sumber daya alarn Dcsa lainnya scsunt dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
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1. pcrnbentuknn dun pelatihan pcngurus Lcmbaga Kernasyarakatan Desa 

dan/ntau Lembaga Adat; 

2. pclntlhan Kepemlmplnan: 

3. sosiolisuHi tentang Perlindungan Pckcrja Migran: 
4. pernberdayaan 1< pada masyarakat Desa termasuk Pekerja Migran 

lndon eta Sepertl Pelntlhan Dan Advokusl; 

5. pelcuhan tontang hak-hak perburuhan, kerjasama Desa dengan 

perusahuan: 

6. pelatihan Bahnsa Aslng; 
Dlgitalisasf; 

pcnlngkatan kunlttas surnb r daye manusia warga masyarakat Dcsa, 

sepcru : 
c. 

I, I 1•1(11111,11 p, l1,y11111111 ,11111111· 11111111{ I, 1111111,oL 1,1m~l111,I ffHri ,,,. tm ,'If 111 

pP11•11111111111, 1111111 , ,,,,,,; l101j111 w,111, 11111 11 ,11111 1,11,411;ml1M. mf,111 

p1•ll/lll!l~l#II I 11jtl111'11Yllllfl1 jlllflYllllifl!IIH dlt11dJll l111i1 J.1•lfi11lj!'llf tflflL>'/11 f1J1r.l 

11tlr1l l11, ,11111 Ii, l11111poh 1t•1111111 l11l1111y11; 
1111111t11H11111111 1111111, llil1d< ,1,dwl1il1 11111,,r, Wlfll'I' ,,,1,,Jd11 ~·, f;/11 p<;lf,tH,m 
1(1if11111tllpll1111, p11l111ll11111 m11,t d1111 l1wl11y11, '"' ,,II ,,,., w·nd!Ml k,:mllr.11 
1>,111111lwl11 Ii: 

:J. r,1111llt1111I p,111y1•l,111HW" 111111 ft,111111 w111 w, <lnln,11 pt:ny1rn1u nn "wl:m 
I 1·h1111polc 111111'Hl1111l {11111 11·1111111 y11ll" p1·1<1111pwi11, 11111111, vmrp;, lsmjw. 11ttf:,, 

p,•11 ,,111(111111~ dl1u1hllllt111, mm1 1111tlw1 wl11f, 1(,:1, 111pok 1m11yfH'nk:,1. mi,tkin 

<11111 l<c l1)111polc 111111'P,l1111l l1tl1111y"; 
,1. p 111 utuhnu, t1or1l11llt1fl11l l>ld1111p. hulrn1,1 <11111 rcrllnd1111vflt1 mn .Jyumk:it 

!,, 11011lull111111l, konumtknnl, lnfom11111l dw1 cd11lwnf l(!llltin~ peneegahan 

<11111 p,·111111P,1rn1111 l< I< ·1·1111nn 111d11 p ·r,:11111u111 dnn annk, ,~rfa Indak 

pldo11n 1wrd11gnng11n or, llJ'ii 
u. l)l'llltllH111 IHW rnlmplnnn perernpunn: 
't . p ·lntll11tt1 h11f1.I lrnd ·r Dr.1111 I 11tnnH J)(,llf'/H' mutamnnn w:ncfor; 
8. r> •lntlh11n pcrcncnnnnn dun wmw1np,p.[1mn ynng reuponnlv« gender 
'), ndvol« ul pornonuhun hnk nnnk, pc!I' mpunn, pcnynndungdtnahilitaa, warga 

111f11l<in don mu: ynrnkn], mnrglnnl tcrhadnp aknen admlnistraai 
k p »iduduknn dun ntninn ofpll 

1 O. p .nguutan nllul keugnmnnn dan kearlfun lokal untuk mcmbcntuk 
keen Jehu n uoulnl <I I l osn: dnn 

11. lwgi, ton p nlngknmn 1< •tcrlihatan masyarakat secara mcnycluruh 
lnlnnya ACtJuof dengnn I< wcnangan Desa dan diputuskan dalam 

Musyawnrah Desa ( ( 
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cue II OIPrlOS€S DAii ':'/I 
:,: I' 1.11! ftBE:lARA~NYA -- 

1. pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan 

usaha milik Desa bersama; 

2. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik 
Desa/badan usaha milik Desa bersama; 

3. pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa 

r:r~m~lfFE'..':R;:rrtH~O.Sf;l;ffi~, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 
BAG IA II II U KU I.I 

f. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, seperti: 

8. kcgiarnn p enlngkatan kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 
D ~sn In inn a 8 suai dcngun Kewcnangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawnrah D SH. 

d. p mgunrnn pnrtislpuai musynrukut dnlam rangka pcngemhangan listrik 

nit rnntif cli D sn : 
I. p latihan pcngelolnnn, dnn p mcllharuan cncrgi bani terbarukan; 
2. pt lntihnn inetnlnsi ntnu p 111nsE\11gu11 jaringan ltstrik dan elektrifikasi; 

3. pclatihau pcngolnhnn limbah pct rnakan untuk energy biogas: 

•L pclntihnn p mbuutan bioctanol dari ubi kayu; 

pclutihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 

p latihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 

7. k giatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk 

mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbaruka nyang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

e. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat 

Desa seperti : 

1 . pelatihan pengelolaan Desa wisata; 

2. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau; 

3. kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal 

seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman 
bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut); 

4. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal; 

5. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media 
daring atau luring; 

6. pelatihan kewirausahaan Desa; 

7. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 
digital; 

8. kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan 

masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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terhadap bencana; 

2. pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana; 
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 
4. penyediaan Jayanan informasi tentang bencana alarn; 

5. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; 

6. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitignsi; dan 

7. kegiatan penguatan dan Iasilitasl masyarnkat Desa dnlarn kesiapsiagar n 

rnenghadapi tanggap darurat bencnna alam lainnya s suai d ngan 

kewenangan Desa dun diputuskan dnlam Musyawarnh Desa. 

i. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dnlam kesiapslagaan rnenghndapi 

tanggap darurat bencana nonalnrn ntau kejadian lunr blasn, seperti : 
1. pengadaan media komunikasl, informasi, clan eduka i (KIE) terkait 

bencana nonalam; 

2. pelatihan clan Soslallsasl pencegahan terhadap penyakit menular 
kuku, antraks pada hewan ternak; dan 

pemahaman masyarakat dan l. kegiatan sosialisasi pengetahuan 

h. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 

tanggap darurat bencana alam, seperti : 

1. pelntihnn dnn p n. cl nggarnan kursus scni budaya; 

p latihan alat musik khas dacrah sctcmpat; 

l elatihan men nun/mcmbatik dcngan mcnggunakan warnu alam, motlf 

yang sudah ada dan/alau diciptakan sendiri dan/atau sesual tren; 

4. pclatihan pembuatan produk/karya krcatif yang rnerupakan 

keunikau/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 
5. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan 

penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media 

lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan 

6. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 

I' -nin I ntnn knpn situs scni buduyn wnrga D •sa b .rupa : 

7. 

), 

,. 
bnznr pt odi I I l<t·n lh11rn t 1111g1111 / ptod II k Ind u it ti rt111111 h t1111mtn; 

IH·r:iubnnrn pC'1'tlng1111gn11 uutur I rim: 
korjn nmu 1 r1'(l1111n11pn11 tlrn,tn11 pil111I l<dlg11; !11111 

t-egintn11 l11i11n.v11 mtuk 1111·w11,l11dl<1111 w11clir l11r1, pc11gc111lu111w111, 

dun 1 11i11gl 01n11 lrnpn. lto!l J <'llp1•lol111111 h1ul1111 ui111h11 111 Ilk lk 1rt/lmd11n 

UH thn milil I <'- , ht, 1c "'"" lninnya ~c·Httnl <I •11gs111 ko ,·nnr1g,111 lk 1:1 dan 
di] 111\1 knn dnhun 11111~ nwurnh DeRn 

:r, It n 'l'ml 1\11 inn scnl budnyn lokul: 
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(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
dengan cara : 

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan focus penggunaan Dana 
Desa. 

Pasal 29 

(4) Pendanaan Padat Karya Tonai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) 

dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 

(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan menggunakan 

pola Padat Karya Tonai Desa. 

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan 

cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

(1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung 
program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan 

sumber daya lokal desa. 

Pasal 28 

(3) Penetapan Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dirnaksud dalarn 

Pasal 2 Ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan pcrencanaan pembangunan 

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang 
mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) dituangkan 

dalam berita acara. 

(1) Penggunaan Dana Desa dibahas, discpukatl, chm ditctapkan dnlarn 

Musyawarah Desa penyusunan RKP Dcsa, 

Pasul 2'1 

IJAII IV 
P~NETAPAN Pl_i;NOOUNAAN DANA I IEHA 

3. kegiatan pcnguuran <1011 f1rnllltuul 1111wyorul<ut I •IJIJ <litl11111 

kesiapaiagaan m nghudupl tuniwup duru mt lien ·m111 rw1111lm11 ntu11 
kejadian luar biusa lnfnnyo m!Bllul ti ·ne,111 I<( w 11r111191_11 IJ • ll dutl 
diputuskan dularn Musyuwumh Denn. 
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( 1) l'uhlll 11 I H,hn~nhnonn cll111nl<r 11<1 rlnlnrn Pnsnl ~2 dllnkuknn melalul 
t It tem Inf ,mm I Dr 111 dnn/ntuu nH din p11l,lll<11 I lnlnnyn ynn1.t beradn di ruang 
p11hlll 1111 ti\ unHlnh <111111 Nt oltth 111n11,y,11·nl<01 Donn. , nrnnn publlkna] Prioritas 
l'o11p.f~t1nnn11 I nun I r m <l11pn1 tlllnlH1lrnn me lnlul : 
1,, hnllho, 

I Ill .I) illlliPU)llt\l ,l41for111n 11) l(\j 
1,1 1111111111,1 

(' ) )'1\hlll n1 I l'I m u t1t1h11gnlmm cllmnl<f 11(1 pnrln nynt p) huruf h minimal 
tll( mu11t nn11111 I 11~lntn11, lol n 111 t'f.\lntnn, clnn I) snmn nnggnrnn. 

I) l111l lll,11t1I 11h1w111t11n1u1 <lln,r I< 11111 <lnln111 llru nl 31 tor(llrl nlnn: 

l\, 1111 ,11 Miit VI\Wlll'l\h I)( n: <Inn 
I , (11111\ I t 1% It 111 p IM I (Inn number rlnyn pombnngunan, 

lol1unw11 I r\lM I) 11, (l<1hun1 n Pl<f' Pmm, prlorltnn penggunnnn Dana 
I 'tli\, rlnn dohllllN) API H){lll/1, 

I "'11' 1111111 I 1 11 \\'1\llh 111, rnn11I Ill n 111 nn 1t0lrn11 I' llfU{llllllllll f11111n 1Jm11l Im hltung 
11111· WI II i 111 dll t11ph1n, 

P1rnnl. 1 

111\11 IV 
1'11111,11, I I IMN Pl1:l,t\P()PAN 

111\Hlll ll l\t I fl I II 

I'll hlll 1111 

1111 11 .Hl 

\II l1 1\ \\ 11111 \ 111, I 111 I\ 111 I I 111 I lllttl\llltll II 11tli1t111111 i I 'I I' I WI, 

ll l'l 11 I 11 I~· Ill Ill 11111111 1,,1111111111111111111111 I) Hiii I )111n ,u!1111n1ilm1111f dlmnl Hllrl 

1 \ 111,·1 I ( 1111111\ l11d 1 •tln11rnn did 1111 1w1w1ttwn1111 APIII 1,Hn, 

I 11, ,1 11 I 1111111 li1q1 I 11,111111 , , 11\'ll lllll Ill 11 (.If 11111111,~llfl I Ill I IIUHI 

I I It 
I I 11\' 11111 I I, I I II 111111 p1Hj\l 1111111111/ II Ill liPjd II tit 

111111 ·111 1 11,111 p 'IH 1\1111 11111 I ,11, I 1,w, ,111,111ph ,,, tlolo1n 
1,1111111111111 I 11 •' I 111 l'lll lp II" 111/ 11111 

I, ,111111 ,1111111111!11111· 111 " I ,111111l l11lrn1 1 ""HHI'"'' 111 I l 11111 1 )11 , 

\ 11 1 ,,, 1 1111 h 11, 1 I h 1111tlll111II 111 11111 111 ti 111 d11l11111 p1i1Htlt11H111 fnl<1rn 
I' I\ I I II I I I I I I I l t I I )p I I 
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(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh 
Tenaga Pendamping Profesional. 

(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat 

menyampaikan laporan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam 
bentuk dokumen fisik. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) 

bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh 

Kementerian. 

• 
( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa 

kepada Menteri . 

Pasal 35 

Bagian kedua 

Pelaporan 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 

Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan Desa 

atau laporan pengaduan masyarakat Desa. 

a. teguran lisan; dan/ atau 
b. teguran tertulis. 

(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi Administratif berupa : 

Pasal 34 

c. media elektronik; 
d. media cetak; 
e. media sosial; 
f. website Desa; 
g. leaflet, 
h. pengeras suara di ruang publik; dan 
i. media Jainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

(2) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara 

swakelola dan partisipatif. 
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•uOAl1 OIPRC) ES O~N pAflf F 
(liELlll £6EHHI .. q11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 
2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2023 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1162), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 37 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) P mblnunn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
mcnggunakan Sistcm lnformasi Desa. 

(?.) Ptmhinnnn n .hugalrnnna dirnaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 
Penmgknt Dnernh darr/utau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan 
kctent unn p mturan Perundang-Undangan, 

( 1) Mcnrert, 0111> -rnur, rlnn Ou pat I rnelnkukan pcmhinaan melalui sosialisasi, 
pernnntnunn, dun ovnlunul fokus pcnggunaan Dana Desa sesuai dengan 
kewenn ngn n nyn. 

P1wnl 36 

UAIJ V 
Pf1;M I U NAA N 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : /3/L( 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

ERS~ 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggaJ ~3 ;januar, 2024 

LISMIDIANTO 

BUPATI KAUR \; 

------- 
Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggaJ 2i :jant1ari 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penernpatannya daJam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggaJ diundangkan. 

PasaJ 38 
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Dasrul Imran, S.H. 
NIP. 19681220 200502 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur 
Kepala Bagian Hukum 

-------d 
~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 13 l'I 

ERSAN SYAHFIRI 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

ttd 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal ~3 januar-i' 2024 

LISMIDIANTO 

BUPATI KAUR, 

ttd 

Ditetapkan di Bintuhan . , 
pada tanggal J<~ :;cmuctrv 2024 

Agars tiap orang m ngctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini d mgan pen mpatannya dalarn Berlta Dacrah Kabupaten Kaur. 

Pcraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 38 
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